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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan mengenai Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu:
Bagaimana kebiasaan masyarakat Tambakrejo Kecamatan Rengel dalam pembagian
hibah? Apa yang melatarbelakangi kebiasaan masyarakat Tambakrejo dalam
pembagian hibah? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan
masyarakat dalam pembagian hibah?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis
yaitu menggambarkan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, kemudian
dianalisa menurut hukum Islam. Sedangkan metode terakhir adalah menggunakan
metode verifikatif, yaitu menilai teori tentang hibah dengan realita yang ada di
masyarakat Desa Tambakrejo. Karena skripsi ini merupakan penelitian lapangan,
maka teknik pengumpulam data yang digunakan adalah Inferview dan Kajian
Literatur.

Hasil studi menyimpulkan bahwa realita praktik hibah yang di lakukan oleh
masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sudah
memenuhi prosedur yang benar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten,
yakni adanya akta hibah atau bukti-bukti lainnya. Mengenai syarat hibahpun,
masyarakat Tambakrejo juga sudah memenuhi persyaratan yang sebagaimana sudah
ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, adanya kebiasaan memberikan semua harta
kepada saudara maupun anak angkat tanpa memperhatikan hak ahli waris yang lain
akan menimbulkan akibat kurang baik, diantaranya timbul perasaan iri hati dan
sengketa diantara saudara dan keluarga. Terjadinya kebiasaan tersebut dipicu oleh
beberapa faktor sebagai berikut: adanya pengaruh hukum adat atau turun-temurun,
adanya pengaruh al-‘urf al-fasid terhadap pelaksanaan pembagian hibah, adanya
upaya menutup hak ahli waris dan keinginan memberikan bekal anak untuk hidup di
kemudian hari.

Hal seperti ini di dalam hukum Islam tidak dibenarkan, yaitu mengutamakan
salah satu anak dalam pemberian harta dengan cara menghibahkan tanpa
mempertimbangkan hak ahli waris yang lain, karena akan menimbulkan permusuhan
yang akan memutuskan tali persaudaraan dalam keluarga. Namun kendati pemberian
hibah yang tidak merata dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi, hibahnya tetap
sah akan tetapi hukumnya makruh.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi
masyarakat, khususnya bagi warga yang akan memberikan harta hibah, tokoh
masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih berhati-hati dalam menyikapi
permasalahan hibah, untuk menghindari agar kasus yang terjadi akibat sengketa harta
hibah-waris tidak terulang kembali. Serta bagi Pemerintah setempat, hendaknya
memberikan sosialisasi ketentuan yang jelas tentang tata cara hibah yang benar baik
menurut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku, sehingga dapat
meminimalisir terjadinya penyimpangan.

vi



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..ottt ettt sreesracsanressae b e saesnseeas e ernseesnee i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......ccccooiiiiiiiiientecneenreeeee s sanesaes e ii
PENGESAHAN ..ottt sttt sr e sae b sbessaesanssanesbeeneens iii
MOTTO ...ttt aeee e e s aaee e s saab s s s s sasab s s e s aaasaaeans iv
PERSEMBAHAN .....cooiiiiiiieientsetereeteseeseteree e see s sesseesasssasssssssasssaesnns \%
ABSTRAK ..ottt st srbt e sat et e s ssann et s s saa e sans vi
KATA PENGANTAR .....oooiiiiiiicetenre e sine st as s vii
DAFTARIST ..ottt et se e smr e s s s ne s sressnneenne ix
DAFTAR TRANSLITERASI ......ooociiiiiiiitenrteneeeereereree e sereesreesse e xi
BABI PENDAHULUAN ......oooiiiteeeerieeereereesereeneessseesreesanns 1
A. Latar Belakang Masalah ...............cccccooviiiiiiiiniiineeiencnee, 1
B. Rumusan Masalah ............c..cccooiiiiiiiiiirccececeee, 5
C. Kajian Pustaka .........c.oovieiiiiiiiiiiiiccceeee 5
D. Tujuan Penelitian ..........ccccccooiiiiiiiiiiiiniiieciccecnee, 7
E. Kegunaan Hasil Penelitian ............c..ccoooeeiinniininnnnnnnne 8
F. Definisi Operasional .............ccoocciiiniiiiniiieniiienieeeneeennen. 8
G. Metode Penelitian ..........ccoooeiiiiiniiiiiiniieree e 9
H. Sistematika Pembahasan ...............ccocccoiiiiiininiiniiiiienene 12
BAB I HIBAH DAN ‘URF MENURUT HUKUM ISLAM .................. 14
A, Hibah .o 14
1. Pengertian Hibah ..........coccooeviiiininiiiiiiee 14
2. Dasar Hukum Hibah ............ccoocociniiniiniinniiniinne 17
3. Syarat dan Rukun Hibah ............ccccccoiiiiiiiinnniinnnne 18
4. Pelaksanaan Hibah ... 23
S. Hibah Orang Tua.........ccccoviiiiiieeceeeeceeees 25
6. KadarHibah ...........ccoccoiiiiiiii e 29

ix



8. Waktu Berpindahnya Hak Harta Hibah ....................... 32
B. U ettt 35
1. Pengertian Urf .........cccocovvviiinmmnmieienieneeneiesenceenee 35
2. Macam-Macam ‘Urf ... 37
3. Dasar Hukum ‘Urf ... 40

4, Syarat-Syarat ‘Urf untuk Dijadikan Landasan Hibah ... 45

BAB III KEBIASAAN PEMBAGIAN HIBAH DI DESA
TAMBAKREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN
TUBAN ...ootoiiteeeteeteetese e stestesst st snaesan e b estsesasesaeanees 47
A. Gambaran Umum Masyarakat Tambakrejo Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban ..o 47
B. Pelaksanaan Hibah di Desa Tambakrejo .........ccocvevnnnnenneen. 53
C. Akibat dari Pelaksanaan Hibah ..............ccccoovvininnnnnie. 55
D. Faktor-Faktor  yang  Melatarbelakangi  Kebiasaan
Masyarakat dalam Pembagian Hibah................c.ccccoeeen. 57
BAB IV KEBIASAAN PEMBAGIAN HIBAH DI DESA
TAMBAKREJO......c.ooiiiiiereeieeniestentcnceis s ssiessssaeennes 60
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Hibah ............... 60
B. Analisis Akibat dari Pelaksanaan Hibah .............................. 67
C. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Hibah ..........c.ccoooeeriiiiiiiiii, 68
BABYV PENUTUP ..ttt sressae b 71
A, Kesimpulan ..........oooceeviiiiiiniiinii e 71
B. SATAN ..coooiiiirreieeeece et ar e s e e s 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam sifat dan karakter,
mulai dari sifat kekurangan hingga kelebihan, mencakup mengenai hal baik
maupun dalam hal buruk Akan tetapi, pada dasarnya di dalam kehidupan
manusia selalu mempunyai sifat kekurangan atau lebih tepatnya selalu merasa
kurang. Hal itu disebabkan karena di dalam kehidupan manusia tidak luput dari
berbagai macam permasalahan, suatu masalah yang akan selalu datang menerpa
pasti membutuhkan solusi. Sehingga seiring dengan adanya pemenuhan
kebutuhan terhadap solusi tersebut menyebabkan kebutuhan manusia semakin
bertambah. Dengan demikian, maka tidak salah jika semakin bertambahnya
usia, kebutuhan manusia juga akan senantiasa bertambah, dan akan menjadikan
sifat selalu merasa kekurangan. Jika dalam jiwa tidak didasari dengan ilmu dan
keimanan yang kuat, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang tamak
dan rakus terhadap hal duniawi. Dampak terburuknya, mereka akan
menghalalkan segala cara untuk memenuhi rasa kekurangan tersebut hingga
mereka merasa puas.

Sudah menjadi naluri setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT

akan kecintaan mereka pada anak dan harta, karena keduanya merupakan



perhiasan terindah bagi manusia selazimnya. Perwujudan rasa cinta tersebut
terkadang di ungkapkan dalam pemberian maupun penghargaan. Dalam Islam,
hal tersebut diatur dengan hukum yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan
yang sangat fleksibel namun tidak mendzalimi berbagai pihak yang
bersangkutan.

Dalam istilah syara’ hal tersebut di namakan “hibah”. Hibah memiliki
ketentuan pokok agar dalam pelaksanaannya tidak mengurangi jatah bagi ahli
waris. Sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat menekan sifat ketamakan
dan mengutamakan prinsip keadilan. Meskipun pada dasarnya hibah tidak
dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu
hibah tidak boleh berisi pencabutan hak ahli waris."

Dengan menghibahkan suatu barang berarti keluarlah sesuatu dari milik
wahib (yang menghibahkan) dan berpindah ke dalam milik mauhub lah (yang
menerima hibah). Dalam hukum Islam, sescorang dianjurkan untuk suka
memberi karena dengan memberi akan menimbulkan suasana keakraban dan
kasih sayang di antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan tali
silaturahmi adalah termasuk ajaran dasar agama Islam.

Hibah juga merupakan salah satu alternatif dalam pembagian harta benda

dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena

! Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, h. 94



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Tambakrejo Kecamatan Rengel dalam
pembagian hibah?
2. Mengapa masyarakat Tambakrejo membiasakan pembagian hibah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dalam

pembagian hibah ?

C. Kajian Pustaka
Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan

Masyarakat Dalam Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban”. Berdasarkan kajian pustaka di perpustakaan IAIN Sunan

Ampel khususnya Fakultas Syari’ah, bahwa judul ini belum pernah dibahas

sebelumnya. Namun, terdapat beberapa mahasiswa yang membahas tema

tentang hibah, diantaranya adalah :

1.  Skripsi saudara Moh. Nafik dengan No. Induk C01395103 Fakultas
Syari’ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000,
dengan judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Wanita di Desa Plakaran
Arosbaya Bangkalan (Studi Tinjauan Hukum Islam).” Skripsi ini berfokus
pada masalah faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam

pembagian hibah terhadap anak wanita.



dengan hibah dapat menjinakkan hati dan meneguhkan rasa cinta kasih kepada
sesama manusia.”

Sedang maksud dan tujuan hibah adalah agar di antara penghibah dan
penerima hibah timbul rasa saling mencintai, sehingga ikatan di antara mereka
terjalin lebih erat. Tidak semua maksud dan tujuan dapat tercapai tanpa adanya
hambatan atau rintangan. Karena tidak menutup kemungkinan timbulnya
kegagalan bahkan permusuhan karena beberapa sebab, apabila sesuatu itu
dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Demikianlah sekilas ketentuaan hukum Islam tentang hibah. Hal semacam
itu dilakukan demi terciptanya tujuan hibah untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT dan mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa
kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Sebagaimana definisi serta ketentuan hibah di atas, hukum Islam
semestinya dijalankan oleh seluruh umatnya. Demikian halnya masyarakat di
Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, yaitu masyarakat yang
mayoritas beragama Islam. Mereka seharusnya menjalankan syari’at Islam
secara sempurna, termasuk di dalamnya pelaksanaan rukun serta syarat hibah
sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, masih banyak
masyarakat Desa Tambakrejo tersebut yang belum paham tentang hukum Islam,

salah satu contohnya adalah tentang ketentuan proses pelaksanaan pembagian

? Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 14 (alih bahasa M. Thalib), h. 175



hibah. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam
tersebut, maka timbullah kebiasaan dalam pembagiaan hibah dengan
mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sudah diatur di dalam
hukum Islam.

Sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Tambakrejo dalam pembagian
hibah di mana orang tua membagikan hartanya kepada salah satu anak yang
mereka sukai atau bahkan orang lain yang dianggap anak angkat, sehingga
terjadi ketidaksamarataan dalam pembagian hibah. Ironisnya, hal seperti itu
dianggap biasa bahkan dianggap legal tanpa memperdulikan ketentuan di dalam
hukum Islam yang sudah berlaku.

Disamping berlakunya ketentuan hibah yang menyangkut syarat dan
rukun hibah, juga berlaku keadilan dan persamaan hak dalam hibah orang tua
kepada anaknya, yaitu keadilan dan persamarataan hak bagi anak-anaknya
dalam penerimaan hibah.

Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas dan adanya
kontradiksi antara hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat Desa Tambakrejo
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tersebut, maka penulis sangat tertarik
untuk meneliti lebih jauh dengan realita yang terjadi di Desa Tami)akrejo yang
kemudian penulis angkat dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN HIBAH

DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN.”



Skripsi saudara Moch. Khusaeni dengan No. Induk C01293036 Fakultas
Syari’ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000,
dengan judul “Kecenderungan Masyarakat Melakukan Sistem Hibah
dalam Proses Pembagian Harta di Kecamatan Deket Lamongan.” Dalam
skripsi ini memfokuskan pembahasan kecendurangan masyarakat
Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang melakukan sistem hibah
dalam proses pembagian harta.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Hj. Munawaroh dengan No. Induk
C01396034 Fakultas Syari’ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel
Surabaya tahun 2001, yang berjudul “Hibah dan Adat Kewarisan di
Masyarakat Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Madya Surabaya
dalam Prespektif Hukum Islam.” Skripsi ini memfokuskan pembahasan
pada masalah ketentuan hibah dan waris di dalam Islam, serta pelaksanaan
praktek hibah dan adat pembagian waris mayoritas warga di masyarakat
Kemayoran Budidayan.

Skripsi saudari Eni Mufarida dengan No. Induk C04399083 Fakultas
Syari’ah Mu’amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004, yang
berjudul “Studi Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hibah di
Kecamatan Braureno Kabupaten Bojonegoro.” Skripsi ini memfokuskan

permasalahan pelaksanaan hibah yang ada di Kecamatan Braureno.



Skripsi saudari Umi Nailul Faroh dengan No. Induk C01304132 Fakultas
Syari’ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008,
yang berjudul “Tinjavan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah
Kepada Anak yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi tersebut memfokuskan masalah hibah orang
tua yang tidak merata, karena anak yang merawat orang tuanya justru
yang berhak mendapatkan hibah lebih banyak dari orang tuanya.

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan sejumlah penelitian

tersebut adalah bahwa skripsi yang penulis angkat memfokuskan pada kebiasaan

masyarakat Desa Tambakrejo dalam pembagian hibah dengan tinjavan hukum

Islam. Dengan demikian terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam

skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari skripsi sebelumnya.

. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, tujuan diangkatnya tulisan

ini secara ringkas dan jelas adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui kebiasaan masyarakat Tambakrejo Kecamatan Rengel
dalam pembagian hibah.
Untuk mengetahui latar belakang kebiasaan masyarakat Tambakrejo

Kecamatan Rengel dalam pembagiaan hibah.



3.  Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat

dalam pembagian hibah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan pembahasan yang didapatkan dari hasil pembahasan
judul tulisan, di harapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Kegunaan secara teoritis : Menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta
dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin
mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2.  Kegunaan secara praktis :

a. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kebiasaan pembagian
hibah masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten
Tuban.

b. Dapat dijadiakan acuan bagi masyarakat secara umum apabila mereka

menghadapi permasalahan seperti pembagian hibah itu kembali.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul di
atas, maka penulis merasa perlu menegaskan kembali beberapa istilah atau kata

yang ada di dalam judul ini, yaitu:



Tinjauan adalah hasil meninjau atau pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari).’

Hukum Islam maksudnya hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan
Al-Hadis, diperinci lagi dengan berbagai pendapat Ulama’ ahli figh.

Hibah waris adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya
pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela’. Namun yang
dimaksud dalam judul ini adalah hibah orang tua yang tidak merata terhadap
anak yang satu dengan yang lain.

Kebiasaan maksudnya adalah sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara
berulangkali dan turun menurun dalam hal pemberian hibah. Dilakukan tidak
hanya pada satu generasi, tetapi sudah secara turun-temurun (lintas generasi)

dalam masyarakat Desa Tambakrejo.

G. Metode Penelitian
1.  Lokasi Penelitian
Lokasi atau daerah yang akan dijadikan obyek penelitian adalah daerah
Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Alasan
pengambilan lokasi tersebut karena adanya kecenderungan kebiasaan
masyarakat Tambakrejo dalam pembagian hibah yang tidak lazim.

2. Sumber Data

3 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1198
4 Racmat Syafei, Figifi Muamalah, h. 242
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Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka

penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya :

1. Tokoh masyarakat.

2. Masyarakat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan

data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan

pembahasan tulisan ini :

1. Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayah al-Mujtahid Jilid 2, Jakarta:
Pustaka Azam, 2007

2. Masraf Suhaemi, Terjemah Bulughul Maram Jilid I, Surabaya:
Al-Ikhlas, 1993

3. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14 (alih bahasa M. Thalib), Bandung:
PT Al-Ma’arif, 1987

4. M. Abdul Ghoffar, Figih Wanita, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,
2008

5. Abubakar Muhammad, Terjemah Subul al-Salam III, Surabaya:
Al-Ikhlas, 1995

6. Wahbah Zuhailiy, a/ Figh al-Islamiy wa Adillatubu Juz V,

Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
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7. Firdaus, Ushul Figh, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004
8. Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul Figh, Baghdad: Maktabah
al-Batsair, 1976

Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka data yang diperoleh berupa :

a. Interview, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan
masyarakat.

b. Kajian literatur, yaitu dengan menelusuri buku-buku yang membahas
syarat dan rukun hibah, hibah orang tua terhadap anaknya dan ‘urf
dalam tinjauan hukum Islam, serta literatur-literatur lain yang dapat
mendukung pembahasan penelitian.

Teknik Analisa Data

Metode analisa yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah

dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, kemudian dianalisa menurut hukum

Islam.

Sedangkan metode terakhir adalah menggunakan metode verifikatif, yaitu

menilai teori tentang hibah dengan realita yang ada di masyarakat Desa

Tambakrejo.
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H. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka penulisan
ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun susunannya sebagai
berikut :

BAB I : Membahas tentang pendahuluan. Bab ini sebagai pengantar
penelitian yang mempunyai unsur-unsur latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

BAB II : Bab ini berjudul Hibah dan ’Urf Menurut Tinjauan Hukum Islam.
Bab ini memuat sub bab tentang pengertian hibah, dasar hukum
hibah, syarat dan rukun hibah, pelaksanaan hibah, hibah orang tua,
kadar hibah, kedudukan harta hibah, waktu berpindahnya hak harta
hibah. Sedangkan pembahasan ’Urfmeliputi pengertian ’urf macam-
macam ’‘urf dasar hukum ’wrf syarat-syarat ’‘urf untuk dijadikan
landasan hukum.

BAB III : Bab ini membahas tentang hasil penelitian di lapangan, dengan judul
“Kebiasaan Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo” yang meliputi
gambaran umum masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban yang meliputi letak dan keadaan daerah, keadaan

geografis, keadaan penduduk dan sosial ekonomi, keadaan agama dan
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pendidikan, pelaksanaan hibah di Desa Tambakrejo, akibat dari
pelaksanaan hibah, faktor yang melatarbelakangi kebiasaan
pembagian hibah.

: Judul Bab ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan
Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo, yang berisikan tentang
analisis terhadap pelaksanaan pembagian hibah, analisis akibat dari
pelaksanaan  hibah, analisis terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan hibah, dan analisis pengaruh ‘urfterhadap
pelaksanaan pembagian hibah.

: Penutup. Bab terakhir yang memuat kesimpulan dari skripsi dan

saran-saran dari penulis.



BABII

HIBAH DAN ‘URF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hibah
1. Pengertian Hibah
Salah satu anjuran berbuat kebaikan di dalam agama Islam adalah agar
saling tolong-menolong antara sesama manusia. Allah swt, berfirman di dalam

al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2 yang berbunyi :

- A ] Y }5, L0 %, o ., PP L% . ° ., e
PGS B 0) Gy oVpally SN B 1YY (sl T e 1.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tagwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah
kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. o

Makna dari ayat di atas bahwa Allah swt, memerintahkan kepada para
hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat
kebaikan, itulah yang disebut dengan a/-Birru (kebajikan) serta meninggalkan
segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan dengan al-7: agwa’
Sedangkan bentuk dari sikap saling tolong-menolong tersebut bermacam-

macam, dapat berupa jasa, kebendaan maupun jual beli. Salah satu di antaranya

! Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106
2 Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 7afsir 7bnu Katsir jilid 10,h. 9

14
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adalah hibah, atau dapat disebut juga dengan pemberian secara cuma-cuma
tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah berasal dari masdar wahaba- yahabu- hibatan dengan kasrah pada
huruf A4a’ yang berarti memberi atau pemberian.’ Secara etimologi berarti
pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan
ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada
waktu penghibah masih hidup.*

Menurut Hanabilah, hibah adalah kepemilikan penggunaan yang dibolehkan
berupa harta yang diketahui (ada) atau tidak diketahui (tidak ada) dihadapan,
terukur, tidak wajib, di dalam kehidupan tanpa imbalan dengan lafaz hibah,
tamlik atau yang lainnya.’

Dalam redaksi lain, hibah adalah pemberian hak milik (7amlik) berupa
barang ( ‘a/n) saat hidup tanpa bertendensi nilai tukar ( 7wad) karena mengikuti
sunpah Rasul. Pemberian selain famlik ialah pemberian yang berupa barang
pinjaman, suguhan tamu, dan harta wakaf Sementara pemberian selain ‘ain
ialah utang dan kegunaan barang, sedangkan pemberian dengan ‘/wad ialah
pemberian yang di dalamnya mengandung ‘/wad seperti akad jual beli meskipun
menggunakan ungkapan hibah. Hibah yang bertendesi imbalan tidak bisa

disebut hibah karena ada ‘wad Sedangkan ramlik tanpa disertai ‘7wad jika

3 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulussalam Juz IIl, h. 319
* Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, h. 81
5 Wahbah Zuhaili, A/ Figh al Islami Wa adillatubu juz v, h. 3981
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memang murni mencari pahala maka hibah disebut sedekah. Jika menyuguhi
orang lain untuk dimilikinya dengan tujuan memuliakan dan kasih sayang
saudara, barang itu disebut hadiah. Jadi, setiap sedekah dan hadiah dapat disebut
hibah, namun tidak demikian dengan sebaliknya.’

Dalam pengertian secara luas, hibah mempunyai beberapa pengertian atau
istilah yang meliputi 7
1. Al-ibra’ : pemberian piutang kepada debitur (madin).

2. Aksadagah : hibah dengan harapan pahala di akhirat.

3. Albhadiyyah : pemberian di mana si penerima merasa terikat untuk
membalasnya.

4. Al-‘atiyyah : hibah ketika sakit yang membawa kematian.

Agama Islam membolehkan seseorang menyerahkan atau memberikan
hartanya kepada orang lain pada waktu ia masih hidup. Tidak ada batasan dalam
pemberian hibah, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi.
Bahkan di dalam hukum Islam penghibah boleh memberikan seluruh hartanya
kepada siapa saja yang ia kehendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu
pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada

kontra prestasi dari pihak penerima hibah dan dilangsungkan pada si pemberi

§ Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i jilid 2, h. 324
" Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 106
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hibah ketika masih hidup. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui

surat wasiat yang terbatas pada sepertiga harta peninggalan yang bersih.?

2. Dasar Hukum Hibah

Sebagaimana bentuk ibadah maupun muamalah yang diniatkan sebagai
investasi akhirat bagi hamba Allah swt, yang sholeh pasti memiliki dasar
hukum. Karena dasar hukum ini ibarat sebuah penopang atau pondasi dari
scbuah amal perbuatan. Sehingga, dengan adanya dasar hukum yang shahih
tersebut maka sebuah amal perbuatan akan terhindar dari ketertolakan karena
bid’ ah.

Adapun dasar hukum hibah ini dapat kita pedomani dari al-Qur’an dan al-
Hadis. Hibah juga disyariatkan dan dihukumi mandub (sunnah) di dalam Islam

yang berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :
oo il iy 8 A S A s 4 e JUN ..
“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnys, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)... e

Sebagaimana dikutip Muhammad Uwaidah di dalam kitab Figh Wanita'’,

dari ‘Aisyah, beliau SAW juga menceritakan :

Lle L gm.x.&ld.mdlfrl‘»)w:m‘;hogﬂ\ufLg:'p:.\sig,p)wl.pu;

® Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia, h. 82
® Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27
19 M. Abdul Ghoffar, Figih Wanita, h. 656
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Dari ‘Aisyah ra, ia berkata “Nabi SAW, senantiasa menerima hadish dan

beliau (pun) memberikan balasan atasnya”"'

Dari nukilan ayat dan hadis di atas dapat kita pahami bahwa setiap
pemberian atau hadiah dari orang lain hendaklah jangan ditolak, walaupun harga
pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu, pemberian hadiah dapat

menghilangkan rasa kebencian, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

3. Syarat dan Rukun Hibah

Syarat dan rukun menentukan pada suatu hukum, terutama dalam
menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Kedua
kata tersebut mempunyai arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu
yang harus diadakan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti
bahwa syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula
syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria-kriteria dari
unsur-unsur rukun.

Oleh karena hibah merupakan suatu akad atau perjanjian berpindahnya hak
milik dan dapat dipahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum,
dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama dalam penentuan syarat-
syarat hibah, perbedaan pendapat tersebut dikarenakan berbeda dalam melihat

fokus hibah tersebut. Ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat, yaitu :"2

! Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz 3, h.517
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a. Wahib (Pemberi), yaitu pemberi hadiah yang menghibahkan barang
miliknya.

b. Maubub Ish (Penerima), yaitu penerima hibah adalah seluruh manusia
maksudnya seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya.

c. Mauhub, yaitu barang yang dihibahkan.

d. Sigat (ljab dan Qabul), yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan 7jab dan
qabul
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah 15

a. Syarat-syarat bagi penghibah
1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3) Penghibah adalah orang dewasa.
4) Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan

dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat penerima hibah
Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu
hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar adalah orang
tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia
anak-anak, kurang akal, dan dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang

dapat menerima hibah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu

13 Sayyid Sabiq, Fikil Sunnah 14, h. 179
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pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila maka hibah diambil

walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang

asing.
c. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

1) Benda tersebut benar-benar ada.

2) Benda tersebut mempunyai nilai.

3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, dan
pemilikannya dapat dialihkan.

4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada
penerima hibah.

5) Harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatu
perjanjian dengan pihak lain, seperti dalam keadaan digadaikan atau di-
bank-an.'®

Adapun mengenai jiab dan gabul adalah adanya pernyataan, maksudnya

bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut beberapa ahli hukum Islam bahwa
jjab haruslah diikuti dengan gabul misalnya : si penghibah berkata “Aku
hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas si penerima hibah menjawab : “Aku
terima hibahmu”."” Jjab dapat dilakukan secara saril atau tidak jelas, yang tidak

akan lepas dari syarat, waktu, dan manfaat.'®

'8 Depag RI, /Imu Figh 3, h.204
17 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 116
18 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, h. 245
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Ijab disertai waktu (“umuriy)

Seperti pertanyaan, “Saya berikan rumah ini selama saya masih hidup
atau selama kamu hidup.” Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat
waktu tersebut batal.
ljab disertai syarat (penguasaan)

Seperti seseorang berkata “Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling
menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu maka barang
miliknyalah yang diberi. Sebaliknya, jika pemerima meninggal dahulu
barang kembali pada pemilik).” ljab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman.
Menurut Ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan
saja dia mau sebab Rasulullah saw telah melarang ‘umuriy dan
membolebkan ragabi. Dengan demikian hibahnya dianggap batal, tetapi
dipandang sebagai pinjaman.

Disertai syarat kemanfaatan

Seperti pernyataan ‘“Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.”
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi
pinjaman. Adapun pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali”
adalah hibah.

Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat, bahwa setiap hibah harus ada

ijab dan gabuhya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam sighat
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hibah itu. Sedangkan sebagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu
hibah tanpa adanya gabul, cukup dengan 7jab saja.

Sighat hibah hendaknya menggunakan perkataan yang mengandung
pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara jjab dan gabul Bagi
orang yang tidak atau kurang berbicara, maka sighat hibah cukup dengan
isyarat asal benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh
pihak-pihak yang berhibah."

Agama Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-
alat bukti, seperti saksi, surat-surat otentik dan sebagainya. Tetapi banyak
isyarat yang dari isyarat-isyarat itu dipahamkan bahwa sebaiknya dalam
hibah itu ada alat-alat buktinya. Dengan adanya alat bukti akan timbul
kemantapan baik bagi yang menghibahkan maupun bagi yang menerima
hibah, misalnya barang-barang yang tidak bergerak dan tahan lama, seperti

tanah, kebun, dan rumah.

4. Pelaksanaan Hibah

Penerima hibah adalah orang yang memberikan pemberian, dalam hal ini
tidak ada ketentuan siapa yang akan atau berhak menerima hibah. Sehingga
hibah dapat diberikan siapa saja, karena hibah merupakan transaksi langsung

maka penerima hibah itu disyaratkan sudah wujud dalam arti yang sebenarnya

1 Depag RI, limu Figh 3, h. 202
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ketika akad hibah dilaksanakan sebab proses pemberian itu secara langsung dari
pemberi kepada penerima hibah.

Hibah yang merupakan hak milik bisa saja terjadi setelah shighat akad di
lakukan. Hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang berada dalam
kandungan, sebab dia belum wujud dalam arti yang sebenarnya, dalam persoalan
ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Jika pihak
penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia di
wakili oleh walinya. Menurut jumhur Ulama, anak yang belum mukallaftanpa
seizin walinya dapat menerima hibah, akan tetapi ia tidak boleh menghibahkan
hartanya kepada orang lain. Dengan alasan bahwa perbuatan yang demikian
dianggap sebagai perbuatan yang merugikan. Begitu pula pemberian pada orang
lain kepada anaknya dan tindakan penguasaan itu cukup dipersaksikan dan
diumumkan.

Didalam ketentuan syari’at Islam pelaksanaan hibah dapat ditentukan
sebagai berikut :*°
a. Penghibahan dan penyerahan barang dilaksanakan semasa hidup.

b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan
dilakukan.
c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan dari pemberi

hibah dan penerima.

2% Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 117
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d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi, hal

ini dimaksudkan untuk menghindari silang persengketaan di belakang hari.

Di Indonesia dalam praktik hibah atas barang-barang yang tidak bergerak,
seperti tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam
pasal 1082 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu
formalitas dalam bentuk notaris. Maksudnya, pernyataan penghibahan
dilaksanakan dihadapan Notaris, hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-
surat balik nama atas benda-benda tersebut. Apabila benda yang dihibahkan
berbentuk tanah yang sudah mempunyai serifikat, maka penghibahan harus
dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah
tersebut berada.?’

Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada
formalitas yang harus diikuti dan sah dilakukan dengan cara menyerahkan
langsung kepada penerima hibah, atau orang yang bertindak untuk atas nama

penerima hibah.

5. Hibah Orang Tua
Setelah diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang
harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-

anaknya menurut tinjauan syariat Islam tanpa mengabaikan faktor-faktor lain

2 ibid, h. 117
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yang menujang tercapainya maqasid syari’ah (tujuan-tujuan syari’at). Para
Ulama figh telah mejelaskan tentang status dan hukum dengan permasalahan
pemberian orang tua terhadap anaknya. Tidak ada perbedaan dikalangan
mayoritas Ulama, bahwa setiap orang tua disunnahkan bersikap adil dan
menyamaratakan pemberian kepada anak-anak, akan tetapi makruh membeda-
bedakannya.

Seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya, akan tetapi dianjurkan
untuk menyamaratakan pemberian antara beberapa orang anak. Sebagian ahli
hukum Islam berpendapat wajib disamakan, pemberian yang tidak sama rata
antara beberapa orang anak hukumnya adalah batal artinya dianggap tidak
berlaku. Seperti cerita yang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim, bahwa Rasulullah saw, pernah tidak mengakui pemberian yang
serupa.”?

Abu Yusuf dari kalangan Hanafiah, serta Malikiyah dan Syafi’iyah
bependapat, bahwa orang tua disunnahkan menyamaratan dan tidak membeda-
bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun

erempuan.?® Seperti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad saw :
P p

2 Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 1, h. 328
23 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 108
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Dari Fitrin dan Muslim bin Shabih, ia berkata: “Saya mendengar Nu'man
berkata dan ia sedang berkhutbah, “Bapakku pergi bersamaku menghadapi
Rasulullah, Dia mempersaksikan kepada Rasulullah atas suatu pemberian yang
diberikan kepadaku, lalu Nabi bertanya: Apakal kamu mempunyai ansk selain
Dia? Ayahku menjawab: “Ya’, kemudian Nabi bersabda: persamakanlah di
antara mereka” %!

Dengan melihat keterangan hadits di atas, betapa Rasulullah saw,
menganjurkan orang tua dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya haruslah
bersikap adil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena jika tidak
disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lain akan menimbulkan
permusuhan dan mengakibatkan putusnya tali silaturahim yang sudah
diperintahkan oleh Allah swt, untuk tetap menyambungnya.

Menurut jumhur Ulama, memperlakukan sama terhadap anak-anaknya
merupakan hal yang sumpah. Rasulullah saw, memerintahkan umatnya agar
memperlakukan sama terhadap anak-anaknya. Di dalam al-Qur’an juga telah

disebutkan “pengutamaan dalam hal pemberian” sebagai perbuatan yang zhalim.

24 An-Nasa’i, Sunan An-Nasa'i juz 5,h. 573
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Dengan demikian, mereka yang melebihkan pengutamaan karena suatu sebab,
maka hendaklah dia memberikan dalil yang konkret.”

Ulama Mazhab Hanbali dan Muhammad Ibnu Hasan asy-Syaibani, bahwa
orang tua boleh saja membedakan pembagiannya dengan Dberbagai
pertimbangan, misalnya mempunyai anak yang masih kecil, yang memerlukan
biaya yang cukup banyak seperi biaya hidup dan pendidikan, sedangkan anak-
anak yang lain sudah dapat mandiri.*®

Sedangkan pendapat Imam Ahmad bahwa wajib adil dalam pemberian
kepada anak-anaknya sesuai dengan warisan mereka. Dan tidak wajib atas
muslim menyamaratakan antara anak-anaknya walaupun dari kafir dimmi’*’

Menurut pendapat mu’tamad, hukum membeda-bedakan pemberian adalah
makruh. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa penyamarataan dalam pemberian
bukan suatu keharusan, mercka mengarahkan perintah dalam hadits tersebut
menunjukkan perintah sunah sesuai hadits, "Persaksikanlah pemberian ini pada
selain aku” Selain itu Abu Bakar Shiddiq pun memberi lebih pada ‘Aisyah
dibandingkan putra-putrinya yang lain. Umar pernah memberi sesuatu yang
lebih pada sebagian putranya dibandingkan sebagian putranya yang lainnya.

Mengenai kadar atau porsi hibah orang tua kepada anaknya bahwa dalam

agama Islam tidak membatasi dengan jelas tentang seseorang menghibahkan

25 Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita, h. 659
26 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 83
2" Ibnu Tamiyah, A/-Ikhtiyarat Fighiyah, h. 158
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hartanya kepada orang lain. Sedangkan mengenai waktu berpindahnya hak milik
hibah orang tua kepada anaknya adalah saat jjab hibah itu dinyatakan.
Kesimpulannya, bahwa disunnahkan adanya pemerataan hibah antara anak
laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga antara ibu dan bapak, jika ada salah
satunya diutamakan makruh hukumnya apabila meereka memiliki kebutuhan

yang sama.

6. Kadar Hibah

Dalam hukum Islam tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan
sebagian harta atau seluruhnya kepada orang lain tanpa adanya batasan.
Mengenai kadar hibah tidak dijelaskan secara mendalam dalam nas sedangkan
jumlah harta yang akan dihibahkan tidak terbatas.

Pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang adalah milik Allah swt, yang
diamanatkan kepada manusia agar digunakan atau dibelanjakan di jalan Allah
swt. Dengan adanya amanat dari Allah swt, untuk menggunakan hartanya, maka
umat manusia dituntut untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat diambil
manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia secara merata.

Di dalam al-Qur’an telah ditetapkan prinsip, bahwa kesejahteraan tidak
boleh berputar pada kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu Islam
menganjurkan kepada manusia untuk memberikan hartanya kepada orang lain

yang membutuhkan.
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Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 telah
disebutkan bahwa :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal schat dan
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan scbanyak-banyaknya 1/3 harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk
dimiliki. "

Menurut jumhur Ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang
dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnul Hasan dan pen-fahgiq mazhab
Hanafi bependapat, bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di
dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian sebagai
orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.”

Pembatasan hibah yang digriyaskan dengan wasiat adalah merupakan upaya
agar tidak berlebih-lebihan dalam menghibahkan hartanya, masih memikirkan
dan melindungi dirinya dari keterlantaran dan ahli waris yang lain, sebenarnya
mereka punya ahli waris dari harta yang dihibahkan. Barang siapa yang menjaga
dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu ia memerlukan, maka
tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari
hartanya.’

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam

memberikan atau menghibahkan harta, seseorang tidak menghibahkan seluruh

harta yang dimilikinya sekalipun dibolehkan oleh jumhur Ulama, karena

28 Tim Media, Kompilasi Hukum Islam, h.251
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, h. 181
% Ibid, h. 181
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dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan suatu hari nanti.
Walaupun penghibah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang kelak
dapat diperhitungkan sebagai harta warisan apabila orang tua sudah meninggal

dunia.

7. Kedudukan Harta Hibah

Islam mengajarkan bahwa harta benda yang dimiliki seseorang adalah
amanat yang dipercayakan Allah swt, kepadanya yang dapat disalurkan kepada
orang lain yang membutuhkannya. Agama Islam tidak menghendaki
kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh segelintir manusia saja, oleh karena itu
Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqoh agar tidak
terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya dapat mengganggu stabilitas
keamanan.

Dalam hal ini penggunaan harta kekayaan, ada pembatasan tertentu yang
harus dijadikan pedoman bagi umat Islam. Sebab tidak seluruh harta kekayaan
merupakan hak bagi pemiliknya, dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh
seseorang terdapat bagian harta orang miskin. Meskipun orang miskin itu tidak
meminta tetapi bagi orang yang mampu tetap wajib memberikan harta yang
sudah menjadi hak orang yang kurang mampu. Di dalam Q.S. Al-Ma’arij ayat

24-25, telah disebutkan :

s0 7. % w ol 2. o Lol L .e.B.
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“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi

orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta””>’

Hibah bisa menjadi wajib yaitu bila adanya pemberian yang dilakukan oleh
pihak suami terhadap istrinya dikala akan melangsungkan penikahan yaitu
berupa maskawin.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa bagaimanapun juga Islam
selalu mengajarkan kepada umatnya agar memberlakukan harta kekayaan sesuai
dengan apa yang telah dianjurkan di dalam al-Qur’an yaitu agar umat Islam

menggunakan harta kekayaan untuk kesejahteraan umat manusia.

8. Waktu Berpindahnya Hak Harta Hibah

Hibah merupakan perjanjian sebagaimana jual beli dan sewa menyewa, yang
mana berpindahnya hak milik atas obyek atau barang perjanjian adalah setelah
adanya jjab dan gabul Bila jjab diucapkan oleh penghibah dan gabul/ telah di
ucapkan oleh penerima hibah, maka hak milik berpindah dari pemberi hibah
kepada penerima hibah secara sempurna.

Kepastian dan kepemilikan hibah hanya terjadi dengan adanya penerimaan
barang hibah disertai izin dari penghibah. Sehingga barang hibah tidak dapat

dimiliki dengan ketentuan hibah yang benar hanya berdasarkan akad. Penghibah

3! Depag R1, Al-Qur’an dan Terjemahnys, h. 569
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berhak membatalkan hibah sebelum serah terima barang, karena serah terima
menjadi salah satu persyaratan.’>

Menurut Ahmad dan Abu Tsaur serta golongan zhahir, bahwa hibah itu sah
hanya dengan akad dan penerimaan dan sama sekali bukan syarat sahnya hibah,
baik syarat kesempurnaan atau syarat sah.>* Sedangkan Imam Tsauri, Syafi’i,
dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan dan
apabila belum diterima maka pemberi hibah tidak terikat. Akan tetapi Imam
Malik mengatakan bahwa hibah terjadi dengan adanya penerimaan dan boleh
dipaksa untuk menerima.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan
pasti setelah diadakan timbang terima. Artinya, dengan semata-mata fjab dan
gabul tanpa diiringi serah terima, hibah belum dianggap pasti. Maksudnya yang
menghibahkan masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau
mencabut kembali hibahnya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbal, Abu
Hanifah, dan Imam Syafi’i r.a.

Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa hibah sudah dianggap
mengikat dengan semata-mata adanya jjab dan gabul. Jika jjab dan qabul sudah
selesai, yang menghibahkan tidak lagi dibenarkan untuk mundur atau mencabut
kembali hibahnya. Mundur dari hibah setelah terjadinya akad, termasuk ke

dalam pengertian hadits yang menegaskan bahwa, orang yang mencabut kembali

32 Wahbah Zuhailiy, Figih Imam Syafi’i 2, h. 322
3 Ibnu Rusyd, Terjemahan bidayatulMujtajid Jilid 2, h. 657
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hibahnya sama dengan orang yang menjilat kembali muntah yang telah
dimuntahkannya. Alasan lain yang dianalogikan dengan praktik wakaf
kepastian wakaf tidak tergantung kepada adanya timbang terima. Seseorang
yang telah setulus hati mengikrarkan wakaf, dianggap pasti dan tidak boleh
mencabutnya kembali.

Berbeda dengan pemberian hibah yang berupa pembebasan hutang, dalam
hal itu tidak dibutuhkan adanya gabul Jika ada orang yang membebaskan
hutangnya dengan menunaikan zakat, maka zakat tersebut tidak sah.

Apabila penghibah menghibahkan suatu barang yang ada di samping
penerima hibah atau dia menggadaikan barang yang dihibahkannya, penerimaan
barang tersebut harus mendapatkan izin dan harus melewati masa yang
memungkinkan dilakukannya serah terima barang dan bergerak untuk
memperolehnya, setelah izin dikeluarkan oleh penghibah. Ketika izin dan masa
yang telah diperkirakan untuk menerima barang sempurna, dia dapat memiliki
barang tersebut.

Penerimaan barang tidak harus dilaksanakan secara spontan, namun
penerimaan barang tidak sak sah kecuali atas izin dari penghibah. Karena izin
itu salah satu faktor berpindahnya kepemilikan, sechingga penerimaan barang
tidak dapat dibenarkan tanpa kerelaan pemiliknya.

Jadi, di dalam proses penghibahan hak milik dianggap ada bagi penerima

hibah, setelah terjadi jjab dan gabul disertai dengan penyerahan dari barang
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tersebut dan penyerahan ini dipertimbangkan dengan kebiasaan yang berlaku.
Oleh karena itu, pemberian atas barang yang tidak dalam penguasaan adalah
tidak dibenarkan, selain itu juga tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu,
seperi pembatasan barang, karena pemberian hibah yang sebenarnya adalah
pemberian secara langsung dan sempurna.

Penetapan syarat-syarat dalam hibah adalah tindakan yang tidak
dibenarkan, syarat yang demikian tidak sah, sekalipun hibahnya tetap sah. akan
tetapi hibah yang demikian dapat mengakibatkan rusaknya hibah, sebab

keabsahan hibah ditangguhkan sampai adanya syarat yang jelas dan pasti.

B. ‘Uf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologi berasal dari kata ‘arafa-yu’rifu Sering diartikan
dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau yang baik**  Urf
adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya. Dalam kajian
ushul figh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam
kehidupan mereka schingga mereka merasa tentram.

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara adat dengan ‘urf. Adat
mengandung arti perulangan, karenanya segala sesuatu yang baru dilakukan satu

kali belum dinamakan adat. Namun, jika beberapa kali suatu perbuatan harus

3% Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, h. 333
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dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya tergantung
pada perbuatan yang dilakukan. Sesuatu yang dikatakan ‘urftidak dilibat dari
sisi berulang kalinya suatu perbuatan, tetapi lebih dilihat dari sisi berulang
kalinya suatu perbuatan itu dikenal, diakui, dan diterima orang banyak.*

‘Urf adalah adat, satu arti menurut para fugaha. Mereka berpendapat: “Ini
tetap ‘urfdan adat tidak berbeda, bahwa adat menurut mereka bukan ‘urf tetapi
disebutkan untuk menguatkan bukan pengecualian.”®

Dilihat dari perbedaan pengertian antara ‘urf dan adat, bahwa ‘urf dapat
berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya, ‘urf yang berbentuk perkataan,
kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dalam melakukan transaksi jual
beli.

Ulama ushul figih membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas

kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat

didefinisikan dengan :*’

-

e 5 36 2 LR

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang taopa adanya hubungan
rasional.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara

berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat dan mencakup

35 Firdaus, Ushul Figih, h. 96
3¢ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul Figh, h. 252
37 Totok Jumantoro, h. 334
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persoalan yang sangat luas serta menyangkut permasalahan pribadi, seperi
kebiasaan orang tidur, makan, dan mengkonsumsi makanan tertentu. Adat bisa
juga muncul dari sebab alami, seperi cepatnya seorang anak menjadi baligh di
daerah tropis. Di samping itu, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan
kerusakan akhlak, seperti perubahan suatu budaya disebabkan oleh pengaruh
asing.3 8

Mustafa Ahmad Al-Zarqa mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari
adat, karena adat lebih umum dari ‘urf ‘Urfberlaku pada kebanyakan orang
tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan
alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari
suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada
daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah

tangga pada saat pernikahan bisa diambil dari maskawin yang diberikan suami.*’

2. Macam-Macam ‘Urf
Ulama ushul figih membagi ‘urf menjadi tiga macam, yaitu :
a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dalam:
1) Al-‘wrf al-lafzjy adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal
atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna

ungkapan dipahami dan terlintas dalam pikiran mayarakat.

38 Chaerul Uman, Ushul Figih I, h. 160
% Ibid, h. 160
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Al-urf al-amaliy adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, maksudnya perbuatan
masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan
kepentingan orang lain dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad
atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat

dalam hal jual beli.

b. Dari segi cakupannya, ‘urfdibagi dua :

1)

2)

Al-urf al ‘am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di
seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil,
seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti: kunci,
tang, dongkrak, dan ban serep.

Al-urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat
tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk

cacat lainnya dalam barang itu tidak dapat dikembalikan.

c. Dari segi keabsahannya, ‘urfterbagi dua:

1)

Al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan
kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka.

Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah
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kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas
kawin.

2) Al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil
syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya,
kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba.
Seperti peminjam uang antara sesama pedagang.

Para Ulama ushul figh menyatakan bahwa ‘urfdapat dijadikan sebagai salah
satu dalil dalam menerapkan hukum syara’, jika memenuhi syarat sebagai
berikut:*°
a. ‘Urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

b. ‘Urftelah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya
itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu
ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. ‘Urftidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu
transaksi. Maksudnya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak
telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

d. ‘Urftidak bertentangan dengan nash, schingga menyebabkan hukum yang

dikandung nas tidak dapat ditetapakan. ‘Urf seperti ini tidak dapat

40 Totok Jumantoro, Kamus Ushul Fikih, h. 335
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dijadikan dalil syara’, karena ke-hujjah-an ‘urfbisa diterima apabila tidak

ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

3. Dasar Hukum ‘Urf

Perlu diketahui bahwa adat yang benar, wajib diperhatikan dalam
pembentukan hukum syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus
memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga
harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah
diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka,
disepakati dan ada kemaslahatannya.

Oleh karena itu para Ulama memandang ‘urf adalah salah satu istinbath
yang tetap dalam hukum dan di antara pendapat mercka, ada dalil yang
menyatakan ke-Aujjah-an adat “Adat bisa dijadikan hukum” dan “Kebiasaan
bisa menjadi ‘urfdan yang disyaratkan bisa menjadi syarat.”' Dalam al-Qur’an

surat al-A’raf ayat 199 telah dijelaskan:

088 .°.°¢

“Jadikanlah engkau pemaaf dan surublah orang mengegakan yang ma’ruf
(‘url), serta berpalingiah dari pada orang-orang yang bodoh”’*

*! Abdul Karim Zaidan, A/ wajiz fi Ushul Figh, h. 254
2 Depag R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.176
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Maksud kata “‘Urf’ dalam ayat tersebut, di mana umat manusia
diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para Ulama ushul figh dipahami
sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat
di atas dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah
dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan di dalam hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh

Abu Dawud juga menjelaskan :

.
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Rasulullah saw, bersabda: “Barang siapa yang melakukan jual beli salam

pada sesuatu benda, maka hendaklal ditentukan jumlahnys, takarannys, dan

tenggang waktunya”*

Hadits tersebut diungkapkan Rasulullah saw, ketika beliau menyaksikan
tradisi jual beli salam yang telah mentradisi dan dipraktikkan oleh penduduk
Madinah. Artinya, bahwa beliau meligimitasi tradisi jual beli salam seperi itu
dengan menjelaskan bagaimana seharusnya hal itu dilaksanakan sehingga sesuai
dengan ruh syari’ah.

Dalam fikih Hanafi juga banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat.
Antara lain: Apabila ada dua orang pendakwa dan salah satunya tidak memiliki
saksi, maka dakwaan yang dimenangkan adalah orang yang disaksikan oleh

adat. Bila suami istri tidak sepakat pada masalah mahar yang didahulukan atau

“ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz 3, h.478
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diakhirkan, maka hukumnya dikembalikan pada adatnya. Orang yang bersumpah
tidak makan daging lalu makan ikan, maka ia tidak melanggar sumpah
berdasarkan kebiasaan. *

Penerimaan para Ulama terhadap ‘urfsebagai landasan untuk menetapkan
hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari
kesulitan dalam memenuhi hajat manusia. Dengan alasan tersebut, maka cukup
banyak kaidah-kaidah fighiyah yang dirumuskan oleh para Ulama yang dasarnya
adalah ‘urfatau adat istiadat yang berkembang di masyarakat, dan kebiasaan ini
telah teruji serta terbukti kemaslahatannya dan berlangsung secara terus

mencrus.

Adapun kaidah-kaidah yang berhubungan ‘urfadalah:

1) daSas Baall (Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum)

Kata adat sudah dijelaskan di atas, yaitu sesuatu yang terjadi atau
dikerjakan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan
kata “mubakkamah’ artinya penyelesaian perkara antara manusia. Sehingga
kaidah d7 aras dapat diartikan kebiasaan atau adat bisa menjadi acuan untuk

menyelesaikan pertikaian yang terjadi.
2) ué-\n-' Cpi\S u,)’-j‘-‘ C).-!"-’m (Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf

sama seperti yang ditelapkan berdasarkan nas alau teks)

“ Abdul Wahhab Khallaf, /Imu Ushul Fikih, h. 118
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Maksudnya adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di suatu tempat
mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti jika dinyatakan secara

tertulis atau dengan lisan.
LL): LJJM\SU‘_P “—i‘,)"-‘“M (Sesuatu yang dikenal sebagai suatu adat

kebiasaan hal itu seperti syarat yang telah ditetapkan)
Maksudnya adalah sesuatu yang teclah menjadi kelaziman suatu gkad
meskipun tidak disebutkan ketika akad terjadi, maka hal itu hal harus

dibawa kepada adat kebiasaan yang berlaku.
Q\SA]\_, OL‘JS",):.ﬁ:‘:‘ 3‘53\1‘ oS SY (Tidak dapat dipungkiri bahwa

perubahan hukum terjadj karena perubahan waktu dan tempat)

Yang dimaksud dengan hukum yang berubah karena perubahan waktu dan
tempat adalah hukum Islam yang berdasarkan pada adt istiadat dan bukan
yang berdasarkan pada ketetapan syara’ berupa nash al-Qur’an maupun
hadits. Sebab hukum Islam yang ini akan tetap sepanjang masa dan di

manapun juga serta esensinya tiada akan pernah berubah selamanya.
X Jaall ‘-hdz'» uﬂm‘ Jlaniail (Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan

manusia harus dijadikan dalil atau hujjah dan harus diamalkan)

Para Ulama mengatakan bahwa adat adalah syari’at dan bisa dijadikan

hukum. Imam Malik banyak mengambil hukum-hukumnya dari perbuatan

penduduk ahli madinah. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya mereka berbeda
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pendapat tentang mengambil hukum dari kebiasaan mereka. Imam Syafi’i
mengambil hukum melihat kebiasaan masyarakat Mesir yang merubah sebagian
hukum yang telah difatwakan di Baghdad, makanya ada Qaul/ Qadim dan Qaul
Jadid (pendapat baru dan pendapat lama). Dalam figh Hanafiah banyak hukum
yang diambil dari kebiasaan®’

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu
dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.
Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat para Ulama fikih berkata:
“Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.” *¢

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara’ yang tersendiri.
Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni,
sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara’ maka
diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis umum, dan
membatasi yang mutlak. Dan kadang-kadang kias ditinggalkan demi adat, maka
hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila
menurut kias hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak wujud.

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa pada dasarnya, syari’at Islam dari
masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam

masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah

Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang

45 « Abd al-Wahhab Khallaf, "/im Usul al-Figh, h. 90
* jbid, h. 119
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telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan
dilestarikan serta ada pula yang dihapus.

Perhatian agama Islam akan kemaslahatan dan kemudahan yang diberikan
kepada para mukallaf sangatlah besar, sehingga mereka diberi kebebasan untuk
mmemelihara adat istiadat yang mereka anggap baik selama tidak bertentangan

dengan nilai-nilai prinsip dalam syari’at Islam.

4. Syarat-Syarat ‘UrfUntuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum
Penulis mengutip beberapa pendapat mengenai syarat-syarat ‘wrf agar

dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Syarat tersebut muncul agar jelas mana

saja ‘urf yang dapat maupun yang tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Adapun beberapa persyaratan ‘wfyang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:*’

a. ‘Urfharus termasuk ‘urfyang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan
ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Misalnya, kebiasaan pada
suatu negeri bahwa sah megembalikan harta amanah kepada istri atau anak
dari pihak pemberi.

b. “Urfitu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan
mayoritas penduduk tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat
contoh yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, umumnya
masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli senantiasa

menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar resmi. Karenanya, dalam

%7 Satria Efendi, Ushul Figh, h. 156
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suatu transaksi tidak menyebutkan jenis mata uang yang digunakan tidak
membahayakan keabsahan transaksi itu, sebab semua orang tahu bahwa
tidak ada kemungkinan untuk menggunakan mata uang lainnya, kecuali jika
transaksinya adalah transaksi internasional.

‘Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada ‘urf Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil
kebunnya kepada Ulama sedangkan yang disebut Ulama waktu itu hanyalah
orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan
ijazah. Maka kata Ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan
dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan pengertian Ulama yang
menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya
ijazah.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan
kehendak ‘urf sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat
untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum. Maka yang
dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf Misalnya, adat yang berlaku di
satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah
orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua
belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya
pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu Dalam masalah ini, yang

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.



BAB III
KEBIASAAN PEMBAGIAN HIBAH DI DESA TAMBAKREJO

KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN

Gambaran Umum Masyarakat Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
1. Letak dan Keadaan Daerah

Desa Tambakrejo terletak 6.000 M dari Ibu kota Kecamatan Rengel dan
berjarak 6 km di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan. Luas wilayah Desa
Tambakrejo secara keseluruhan adalah 192,5 Ha terdiri perairan (sungai) dan
daratan yang terdiri darf sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, tegal atau
ladang, tanah kas desa, lapangan, perkantoran pemerintah dan lainnya.

a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Karangtinoto

b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bengawan Solo

c. Sebelah barat : Berbatasan dengan Bengawan Solo

d. Sebelah timur  : Berbatasan dengan Bengawan Solo

Keadaan daerah Desa Tambakrejo tidak jauh berbeda dari daerah lain di
Kabupaten Tuban, yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim
kemarau dan musim hujan). Pada musim kemarau terjadi pada bulan April
sampai September, jika musim kemarau air menjadi kebutuhan utama di daerah

ini.
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Sedangkan pada musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan
Maret, di musim hujan tanah menjadi subur tetapi terjadi banjir karena di Desa

Tambakrejo dikelilingi Bengawan Solo.

2. Keadaan Geografis
Desa Tambakrejo terdiri dari 1 Desa dan 1 Dusun, dengan luas wilayah +
192,5 Ha, jumlah penduduk 1986 jiwa. Untuk lebih jelasnya keadaan geografis
Desa Tambakrejo dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1

Luas Tanah dan Kegunaannya di Desa Tambakrejo

No. Kegunaan Tanah Luas Tanah
1 Jalan 6,5 Ha
2 Sawah dan ladang 24 Ha
3 Bangunan umum 2 Ha
4 Pemukiman 43 Ha
5 Makam 6 Ha
Jumlah 81,5 Ha

3. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi
Jumlah penduduk di Desa Tambakrejo + 1986 Jiwa, dapat dilihat dari jenis

kelamin dan pemeluk agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel

berikut :
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Tabel I
Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo

Dilihat dari Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 977 Orang
2 Perempuan 1009 Orang
Jumlah 1986 Orang
Tabel III

Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo

Dilihat dari Pemeluk Agama
No Pemeluk Agama Jumlah
1 Islam 1983
2 Kristen Katolik 3
3 Kristen Protestan -
4 Hindu -
5 Budha -
Jumlah 1986

Masyarakat Desa Tambakrejo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
bergantung pada berbagai macam mata pencaharian. Akan tetapi, sebagaimana

desa-desa yang ada di Indonesia, masyarakat Desa Tambakrejo juga memiliki
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mata pencaharian utama, mata pencaharian andalan masyarakat di Desa
Tambakrejo ini adalah sebagai buruh tani. Adapun beberapa mata pencaharian
yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan dalam
tabel di bawah ini.

Tabel IV

Tentang Mata Pencaharian Penduduk

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah
1 Buruh Tani 780
2 Petani 158
3 Pegawai Swasta 136
4 Pedagang 26
5 Tukang 12
6 Pegawai Negri Sipil 6
7 TNI/ ABRI 4

Jumlah 1122

4. Keadaan Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Tambakrejo sebagian besar beragama Islam dan hanya
sebagian kecil yang beragama non-Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan
kuat walaupun berbeda agama tetapi menjalin kerukunan dalam bermasyarakat.

Di Desa Tambakrejo, terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-
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anak maupun orang dewasa pada setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan
yang berupa tahlilan, yasinan, diba’an, dan lain-lain.

Bagi pemeluk agama Islam, mempunyai sarana dan prasarana dalam
peribadatan yang berupa masjid dan mushalla. Sedangkan bagi pemeluk agama
non-muslim mempunyai tempat peribadatan yang terbatas. Adapun data tempat
ibadah di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, secara konkrit
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V
Sarana Peribadatan Masyarakat Tambakrejo

Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

No Sarana Peribadatan Jumlah
1 Masjid 3
2 Mushalla 11
3 Gereja -
4 Pura -
5 Kuil -
Jumlah 14

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap
masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal bernama “Takmir’, yang
bertugas memelihara kemakmuran serta mengkoordinir seluruh aktivitas

keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun yang
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bersifat kbusus (anak-anak dan remaja). Selain masjid dan mushalla, di Desa
Tambakrejo juga terdapat bangunan-bangunan yang kegiatannya di titik
beratkan pada pengajian al-Qur’an khusus untuk anak-anak dan remaja serta
orang tua, karena tempat inilah pada umumnya mereka dididik dan diajari
membaca dan menulis.

Terkait dengan sistem pendidikan, di Desa Tambakrejo ini dapat dikatakan
masih memiliki tingkat pendidikan yang minim. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada data tabel berikut :

Tabel VI
Jumlah Penduduk Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Dilihat dari Golongan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tidak tamat SD 245

2 Sekolah Dasar 600

3 - SMP/SLTP 540

4 SMA/SLTA 495

5 Akademi (D1-D3) 3

6 Sarjana (S1-S3) 5

7 Buta huruf 16
Jumlah 1904
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B. Pelaksanaan Hibah di Desa Tambakrejo

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat Desa
Tambakrejo secara langsung tentang kebiasaan pelaksanaan hibah di Desa
Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dapat diketahui bahwa yang
dimaksud hibah menurut mereka adalah “memberikan harta kekayaan kepada
anak kandung atau orang lain dengan ikhlas tanpa suatu paksaan dan
pelaksanaannya sesuai dengan pembagian adat yang dilakukan selama masih
hidup”.!

Pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Tambakrejo Kecamatan
Rengel sudah melalui prosedur yang benar yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten, yakni adanya akta hibah atau bukti-bukti lain serta
dihadirkannya saksi seperti Pamong Desa dan tokoh masyarakat lainnya.

Pembagian hibah yang mengacu pada kebiasaan masyarakat atau adat yang
telah dilakukan secara turun temurun, hal tersebut terjadi karena mayoritas
masyarakat belum mengerti masalah agama, ataupun jika sudah faham (tentang
masalah agama, terutama hibah) mereka lebih mantab jika tetap menggunakan
ketentuan nenek moyang mereka, terutama dalam pembagian harta benda seperti

hibah dan waris. Selain itu, banyak sedikitnya pembagian hibah atau waris

! Wawancara dengan Bapak Mujiono (46 th) pada tanggal 10 Januari 2010. Beliau adalah salah satu
petinggi desa, yaitu menjabat sebagai sckretaris desa.
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didasarkan pada perilaku junun (sebutan untuk seberapa besar sikap anak dalam
berbakti kepada orang tua).’

Mayoritas pembagian hibah yang dilakukan masyarakat Desa Tambakrejo
diberikan kepada anak-anak keturunannya, dengan alasan pada saat anak-anak
menjadi dewasa dan menikah dapat hidup mandiri, maka anak diberi sebidang
tanah pekarangan dengan sebuah rumah yang bertujuan agar anak dapat hidup
bahagia. Akan tetapi, ada juga yang memberikan seluruh hartanya kepada
saudaranya, dengan alasan si penghibah tidak mempunyai anak keturunan atau
telah merawat dirinya (si penghibah) hingga si penghibah meninggal dunia.’

Masyarakat Desa Tambakrejo menyakini bahwa masalah pemberian harta
peninggalan adalah hal yang bersifat sakral, schingga seberapapun besar harta
yang diberikan akan diterima dengan lapang dada. Begitu pula bagi yang tidak
mendapatkan harta sama sekali mereka akan menerimanya, meskipun secara
manusiawi timbul di dalam benak mereka rasa iri hati atau merasa tidak

diperlakukan secara adil.*

? Wawancara dengan Bapak Karsilan (40) pada tanggal 10 Januari 2010. Wiraswasta, belum pemah
mendapatkan hibah waris karena dianggap telah mapan (sukses dalam perckonomian). Sehingga
merelakan saudaranya mendapatkan harta yang seharusnya menjadi hak beliau, akan tetapi demi
menjaga keutuhan keluarga schingga tidak dipermasalahkan.
} Wawancara dengan Bapak Kasirin (60 th) pada tanggal 10 Januari 2010. Pernah mendapatkan hibah
waris dari seluruh harta pamannya yang berupa tanah produktif (sawah). Hal demikian terjadi karena
?ak Kasirin dianggap telah merawat pamannya hingga lanjut usia.

Wawancara dengan Bapak Wangsit (55 th) pada tanggal 10 Januari 2010. Pernah mendapatkan
hibah waris dari seluruh harta pamannya.
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C. Akibat dari Pelaksanaan Hibah
Akibat pelaksanaan hibah pada dasarnya merupakan suatu hal yang
menguntungkan bagi pihak yang mendapatkan hibah, karena dengan adanya
pemberian ini akan terjadi ikatan batin dan kasih sayang di antara mereka, baik
di dunia maupun di akhirat. Namun, tidak selamanya harapan itu menjadi
kenyataan, kadang yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan dalam suatu
perbuatan tersebut, seperti halnya pelaksanaan hibah yang menjadi kebiasaan
masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel.
Adapun dampak yang timbul dari kebiasaan pelaksanaan hibah yang tidak
menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, adalah:
1. Timbulnya suatu sengketa di antara saudara dan keluarga
Karena kebiasaan seseorang yang melakukan perbuatan dengan
sekehendak hati sendiri tanpa musyawarah, maka banyak menimbulkan
persoalan yang mengakibatkan terjadinya persengketaan atau percekcokan.
Hal ini disebabkan tidak menutup kemungkinan dalam pembagian harta
kekayaan terjadi suatu perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya,
schingga pihak yang kurang beruntung menuntut saudaranya sendiri. Karena
merasa diperlakukan dengan tidak adil dan tidak menutup kemungkinan apa

yang dilakukan oleh penghibah itu karena pengaruh dari penerima hibah,
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sehingga ia akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibanding yang
lain.?
2. Terjadinya Pencabutan Kembali Harta yang Sudah Dihibahkan
Hibah yang di berikan oleh masyarakat (orang tua kepada anak-
anaknya) bisa dicabut kembali, baik melalui perjanjian terlebih dahulu atau
tidak. Kebiasaan tersebut membuat masyarakat Desa Tambakrejo tidak bisa
bebuat apa-apa, karena cara mereka dalam menghibahkan tanpa adanya surat
akta hibah (hitam diatas putih) atau bukti-bukti lain yang menguatkan hibah
tersebut. Masyarakat hanya mengatakan kepada saudarnya, bahwa mereka
telah memberikan hibah kepada siapa saja yang dikehendaki.®
Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan hibah,
biasanya masyarakat mengambil cara sendiri, yaitu menyelesaikannya secara
kekeluargaan terhadap sesama penerima hibah. Akan tetapi jika menemukan
jalan buntu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, upaya pertama yang
dilakukan masyarakat adalah diselesaikan dengan cara melibatkan orang yang

dianggap tua di Desa Tambakrejo.

5 Wawancara dengan Bapak Anwar (41th) pada tanggal 10 Januari 2010.
® Wawancara dengan Bapak Tantuka (48 th) pada tanggal Januari 2010. Pernah mendapatkan hibah
waris berupa rumah dan tanah produktif secara mutlak tanpa dibagi dengan saudara/ kerabat.
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D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian
Hibah

Timbulnya inisiatif seseorang untuk melakukan suatu hal yang jelas ada
motivasi tertentu yang mendorongnya, baik itu timbul dari dalam dirinya sendiri
atau atas dasar pengaruh orang lain untuk mendorong terwujudnya niat dalam
realita.

Seperti halnya karena rasa kasih cinta orang tua yang mendorong untuk
memberikan sebagian atau semua harta kepada anak-anaknya. Adapun yang
mendorong kebiasaan masyarakat Desa Tambakrejo dalam pemberian harta
kekayaan atau yang bisa disebut dengan hibah adalah:

1. Adanya tradisi atau adat yang turun menurun
Seperti yang diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia
tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa sistem hukum. Salah
satunya adalah hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat.

Demikian dapat dikatakan bahwa sistem adat memberi pengaruh kepada

masyarakat (Islam khususnya) dalam hal pemberian harta kekayaan mereka,

hal ini di pengaruhi beberapa faktor:

a. Faktor Kekeluargaan

Berdasarkan penelitian terhadap masyarakat yang melaksanakan
hibah di Desa Tambakrejo, faktor yang mendorong mereka untuk

mmelaksanakan pembagian hibah adalah karena faktor keluarga. Maksud
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kekeluargaan disini adalah kerukunan keluarga atau suasana yang dihiasi
rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, dan tolong-menolong yang
didambakan setiap keluarga.’

Mereka tidak menginginkan terjadinya keretakan keluarga yang
hanya mempersoalkan masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan
cara kekeluargaan. Seperti masalah pembagian harta kekayaan (hibah),
masyarakat lebih mengutamakan kehilangan sebagian atau keseluruhan
hak atas pemberian (hibah) dari pada timbul persengketaan. Ini semua
demi terciptanya kerukunan di dalam kelurga mereka.

Oleh karena itu masyarakat Desa Tambakrejo pada umumnya
cenderung biasa melakukan pembagian hartanya dalam bentuk bentuk
penghibahan oleh orang tua kepada anak-anak di masa hidupnya dan

diterima anak-anaknya dengan lapang dada/ penuh keridhoan.

b. Faktor Minimnya Pengetahuan Agama
Faktor lain yang mendukung berlakunya hibah adalah kurangnya
pengetahuan masyarakat Tambakrejo tentang hukum Islam, seperti hibah.

Dengan realita yang ada hukum Islam sangat jarang diajarkan pada

7 Wawancara dengan Bapak Sungkono (60 th) pada tanggal 11 Januari 2010. Beliau pernah
mendapatkan hibah waris secara mutlak dari orangtuanya meskipun memiliki empat orang saudara.
Hibah waris tersebut telah legal dengan bukti sebuah sertifikat.
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lembaga-lembaga pendidikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap
pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam.

Peran tokoh agama dalam memberikan pengetahuan masyarakat
tentang hukum Islam, seperti pengajian di masjid-masjid, mushala atau
tempat pengajian lain jarang ilmu tentang hibah itu dijadikan materi
pokok dalam pengajian tersebut. Karena masyarakat lebih mengutamakan
ilmu-ilmu yang lain dan materi tentang hibah atau kewarisan sendiri
tidak mudah bahkan sulit diterima oleh masyarakat.®

Oleh karena itu masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel
Kabupaten Tuban, mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-

orang terdahulu dalam hal pembagian harta kekayaan, seperti hibah.

¥ Wawancara dengan Bapak Murko (50 th) pada tanggal 11 Januari 2010. Beliau berprofesi sebagai
seorang petani, pernah mendapatkan hibah waris dari orangtuanya yang dibagi dengan cara membagi
rata kepada seluruh anak mereka (saudara-saudara pak Murko mendapatkan jumlah bagian yang sama
banyak baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jumlah saudara pak Murko ini adalah 14 orang, 7
saudara se-ayah dan 7 saudara se-ibu). Wawancara dengan Ibu Sujinah (50 th) pada tanggal 11 Januari
2010. Beliau hidup sebagai lima bersaudara, sedangkan ibu Sujinah adalah anak bungsu. Pernah
mendapatkan hibah waris dari orang tuanya dengan pembagian secara merata kepada empat orang
anak baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan anak bungsu tidak mendapatkan bagian sama
sekali.



BAB IV
KEBIASAAN PEMBAGIAN HIBAH DI DESA TAMBAKREJO

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Hibah

Dalam perjanjian hibah, seseorang yang menghibahkan hartanya kepada
orang lain berarti dia telah melepaskan hak atas harta tersebut dengan kerelaan
hati tanpa paksaan atau tekanaan dari pihak manapun. Akan tetapi, dalam
kenyataan yang terjadi, hibah hanya diberikan oleh orang tua kepada anak-
anaknya saja. Pengertian anak-anak di sini termasuk juga anak angkat, di mana
dalam hukum Islam tidak digolongkan sebagai ahli waris.

Hibah orang tua tentunya perlu ditelusuri kembali tentang deskripsinya,
yang pertama kali dilihat adalah tentang proses hibah yang dilakukan oleh
orang tua. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa proses hibah yang dilakukan
oleh orang tua terjadi pada saat orang tua masih hidup. Jadi pelaksanaan hibah
yang demikian sejalan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa hibah harus
dilaksanakan pada saat penghibah masih hidup. Terdapat beberapa hal yang
perlu dilakukan analisis dalam pelaksanaan hibah di Desa Tambakrejo, hal
tersebut dilakukan karena terdapat keganjilan pada proses hibah di Desa

tersebut. Beberapa hal yang penulis maksud mengenai rukun dan syarat yang

60
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harus di penuhi, sehingga hibah itu di anggap berlaku hukumnya. Jumhur
Ulama mengemukakan rukun hibah itu ada empat, yaitu:'
1.  Wahib (Pemberi)

Realita praktik hibah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tambakrejo
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sudah memenuhi prosedur yang benar
yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, yakni adanya akta hibah
atau bukti-bukti lainnya. Sedangkan mengenai syarat hibah, masyarakat
Tambakrejo juga sudah memenuhi persyaratan yang sebagaimana sudah
ditetapkan dalam hukum Islam. Pada dasarnya setiap orang dapat
menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hal tersebut
berlaku selama wah/b memiliki apa yang dihibahkan, bukan orang yang
dibatasi haknya karena suatu alasan, dewasa dan tidak dalam paksaan.

2. Mauhub Lah (Penerima)

Mayoritas penerima hibah di Desa Tambakrejo adalah diberikan kepada
anak-anak keturunannya, dengan alasan pada saat anak-anak tumbuh menjadi
dewasa dan menikah dapat hidup mandiri. Akan tetapi ada juga seluruh
hartanya diberikan kepada saudaranya karena penghibah tidak mempunyai
anak keturunan atau telah merawat penghibah hingga meninggal dunia.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dalam pemberian hibah di

Desa Tambakrejo di mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada salah

! Rahmad Syafei, Figih Muamalah, h. 244
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satu anaknya yang mereka sukai atau bahkan orang lain yang dianggap anak
angkat, schingga terjadi ketidaksamarataan dalam pembagian hibah.

Tidak ada ketentuan di dalam hukum Islam tentang siapa yang akan
menerima hibah, hanya disyaratkan bahwa penerima hibah harus ada dalam arti
yang sebenarnya. Adapun jika kemudian penerima hibah adalah anak dari
penghibah sendiri, menurut Imam Ahmad tidak boleh terjadi perbedaan dalam
pemberian harta hibah yaitu melebihkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebelum terjadinya pembagian hibah, hendaknya setiap ahli waris

mengetahui adanya peristiwa pemberian hibah tersebut. Kepada siapa dan
berapa besarnya harta hibah yang berpindah tangan. Setelah terjadi pemberian
harta hibah, hendaknya ahli waris merelakannya, serta tidak akan timbul iri hati
ataupun prasangka di kemudian hari. Sebagaimana kaidah fighiyyah yang

berbunyi :
B WE G L) S

“Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari
sesuatu tersebut”’?

3.  Mauhub (barang yang dihibahkan)
Harta atau barang yang di hibahkan di Desa Tamabakrejo adalah tidak
menyalahi ketentuan hukum hibah, sebab yang di hibahkan kepada anak adalah

milik penghibah dan ketika barang yang di hibahkan dalam kondisi baik serta

? Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 94
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tidak sedang terikat oleh suatu perjanjian dengan pihak lain yang menyebabkan
tidak sahnya hibah.

Barang yang di hibahkan memilikinya syarat-syarat yang harus dipenuhi
masyarakat Desa Tambakrejo sebelum harta itu di hibahkan, yaitu:

a. Benda tersebut harus benar-benar ada,

b. Benda tersebut mempunyai nilai,

c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan

pemilikannya dapat dipindahkan,

d. Benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan diserahkan kepada

penerima hibah,

e. Tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti dalam

keadaan digadaikan atau di bank-an.

Jadi, sudah sangat jelas dalam barang yang dihibahkan di Desa
Tambakrejo sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam
Hukum Islam seperti yang disebutkan di atas.

4. Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan salah satu rukun dari hibah dan dianggap sah
apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Dari kedua belah pihak diperlukan
adanya serah terima secara nyata, maksudnya pihak pemberi hibah benar-benar

ikhlas menyerahkan benda yang dimiliki dan diucapkan scbagai suatu
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penyerahan dan bagi penerima bersedia menerima benda yang diberikan dengan
ucapkan balasan menerima.

Sebagai penghibah dalam pelaksanaan hibah adalah orang tua sendiri
pada saat masih hidup dan anak-anak yang sudah dewasa sebagai pencrima
hibah. Dalam keadaan yang demikian orang tua cenderung menghibahkan
hartanya dengan cara langsung memberikan kepada semua anaknya dalam
bentuk barang atau benda, misalnya: sebidang tanah, sawah ataupun sebuah
rumah. Maka pembagian harta tidak mengenal secara pasti antara anak laki-
laki dan anak perempuan sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum waris
Islam.

Dalam proses penghibaan, masyarakat Desa Tambakrejo tidak
memandang adanya perbadaan antara anak laki-laki dan anak perempuan,
antara yang muda dan yang tua. Sehingga jumlah pembagian tidak sama dan
mengakibatkan perasaan kurang puas di kemudian hari setelah penghibah
meninggal dunia.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis mengenai jumlah atau kadar
bagian hibah yang diterima oleh anak-anak dari orang tua mereka. Realita
yang ada di Desa Tambakrejo, ternyata bagian yang diperoleh antara satu anak
dengan yang lainnya tidak sama.

Setiap orang dapat membagikan hartanya kepada siapapun yang

dikehendakinya, termasuk kepada anak yang selaku ahli waris. Akan tetapi,
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orang tua selaku pemberi hibah dituntut untuk besikap adil kepada semua anak

sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw, dibawah ini:

: Y
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Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata: Nabi saw bersabda, “Berlaku adillah
kamu antara anak-anakmu, berlaku adillah kamu antara ansk-anakmu!””’
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Dari Fitrin dan Muslim bin Shabih, ia berkata: “Saya mendengar Nu’man
berkata dan ia sedang berkhutbah, “Bapakku pergi bersamaku menghadapi
Rasulullah, Dia mempersaksikan kepada Rasulullsh atas suatu pemberian yang
diberikan kepadaku, lalu Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai anak selain
Dia? Ayahku menjawab: “Ya’, kemudian Nabi bersabda: persamakanlah di

antara mercka” *

Kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menghibahkan
harta kepada anaknya haruslah berlaku adil, yaitu menempatkan kedudukan
anak dalam kedudukan yang sama serta tidak membeda-bedakan antara anak
yang satu dengan yang lain.

Di Desa Tambakrejo, tidak semua orang tua menempatkan dalam

kedudukan yang sama. Orang tua dalam memberikan sebagian harta

3 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz 3, h. 522
* An-Nasa’i, Sunan An-Nasa'i juz 5, h. 573
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kekayaannya dengan sekehendak hatinya, alasannya harta yang diberikan orang
tua terhadap anaknya lebih besar karena telah merawat si pemberi hibah (orang
tua) atau sebagai ucapan rasa terima kasih. Namun, ada juga yang memberikan
semua hartanya kepada saudaranya, karena penghibah tidak mempunyai anak
atau telah dianggap anak schingga keseluruhan harta kekayaannya diberikan
orang yang dianggap telah merawat sampai penghibah meninggal dunia.

Melebihkan salah satu atau sebagian anak dari pada yang lain sebenarnya
tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan iri hati dan
mengakibatkan terjadinya permusuhan yang berdampak pada putusnya tali
silahturahmi. Jumhur Ulama menyatakan tidak boleh melebihkan pemberian
kepada salah satu anak, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang di
perbolehkan untuk itu, misalnya: anak sangat membutuhkan, cacat, buta, dan
lain sebagainya.

Jadi, di dalam hukum Islam mengutamakan salah satu anak dalam
pemberian tidak dibenarkan karena akan menimbulkan permusuhan yang akan
memutuskan tali persaudaraan dalam keluarga. Namun kendati pemberian
hibah yang tidak merata dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi,

hibahnya tetap sah akan tetapi hukumnya makrubh.
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Analisis Akibat dari Pelaksanaan Hibah

Setiap tindakan seseorang akan terikat oleh suatu aturan baik yang
bersumber dari hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata. Sehingga
dengan aturan-aturan tersebut seseorang tidak dapat bebas melakukan suatu
perbuatan yang dikehendakinya. Apabila seseorang melanggar aturan-aturan
yang sudah ditetapkan, maka orang tersebut akan menangung akibat dari
perbuatannya. Keadaan ini dapat disebut juga dengan kebebasan yang
bertanggungjawab, yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu selama dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penghibahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakrejo, tentunya
juga akan berakibat kurang baik bagi ahli waris yang lain selain anak-anak
penghibah. Sebab, harta kekayaan yang dimiliki sudah diberikan sebelum
penghibah meninggal dunia dengan cara #kad hibah. Sehingga hal ini akan
berakibat menyebabkan tert utupnya hak ahli waris yang lain.

Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa hibah merupakan
perbuatan kebaikan hati dan rasa kasih sayang baik kepada anak-anaknya atau
orang lain. Dengan adanya hibah akan menimbulkan rasa saling mencintai dan
menyayangi. Perlu diketahui bahwa tidak selamanya niat baik seseorang akan
mewujudkan suatu harapan yang baik, kadang sebaliknya akan terjadi
percekcokan antara keluarga karena ketidakpuasan terhadap jumlah yang

diberikan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kecenderungan orang
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tua melebihkan pemberian terhadap salah satu anaknya akan menimbulkan
akibat kurang baik, diantaranya timbul perasaan iri hati dan sengketa diantara
saudara dan keluarga. Adapun contoh tersebut sebagaimana pernah terjadi di
salah satu keluarga besar di Desa Tambakrejo schingga harus diselesaikan di
Pengadilan Agama Tuban selama kurang lebih satu tahun lamanya.’ Dengan
demikian orang tua dalam menghibahkan hartanya tidah boleh melebihkan atau

membedakan antara anak yang satu dengan lainnya.

C. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hibah
Ada beberapa faktor dalam pelaksanaan hibah yang mendukung
terjadinya pembagian harta kekayaan, yakni hibah di Desa Tambakrejo

Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban adalah:

1. Pengaruh Hukum Adat atau Turun-temurun

Di Negara Indonesia, sebelum berlakunya hukum lain di tengah
kehidupan masyarakat, telah ada suatu sistem yang lazim disebut dengan
hukum adat. Meskipun hukum adat tidak tertulis, akan tetapi hukum ini telah
ada dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masalah
pernikahan maupun dalam perkara pembagian harta kekayaan, seperti hibah

dan waris.

5 Perkara No.1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn
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Bukan berarti masyarakat menolak terhadap sistem hibah atau waris
dalam Islam, tetapi mereka lebih mementingkan faktor kekeluargaan. Dengan
kata lain suatu keadaan dalam keluarga yang dihiasi dengan rasa kasih sayang
dan saling mencintai seperti yang telah didambakan oleh di setiap keluarga
manapun. Mereka tidak ingin terjadi perselisihan di antara sesama ahli waris
yang hanya mempersoalkan harta kekayaan.

Pembagian harta kekayaan pada saat masih hidup adalah membagi harta
dengan sistem hibah kepada ahli warisnya, maka dengan cara ini menjadi hak
pewarislah yang berhak membagikan hartanya. Faktor kekeluargaan dan adat
masih mempengarvhi masyarakat dalam pembagian harta kekayaan (hibah),
karena dengan faktor ini berlandaskan oleh perasaan kasih sayang antara
sesama penghibah dan penerima hibah.

Jadi menurut hukum Islam, pelaksanaan hibah orang tua kepada anak-

anaknya yang dipengaruhi dengan hukum adat sama sekali tidak salah.

2.  Analisis Pengaruh ‘UrfTerhadap Pelaksanaan Pembagian Hibah

Pada dasarnya ‘wrf yang dapat dijadikan landasan hukum adalah ‘urf
yang dilihat dari keabsahannya temasuk shahih, dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Sedangkan yang terjadi
di Desa Tambakrejo merupakan fenomena pelaksanaan kebiasaan yang tidak
sesuai dengan syarr’al. Yaitu melaksanakan hibah dengan aturan yang

menyimpang dari ketentuan zas al-Qur’an maupun as-sunnah.
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Sangat jelas sekali bahwa kebiasaan pelaksanaan pembagian hibah di
Desa Tambakrejo yang dilakukan secara turun-temurun tersebut merupakan a/-
‘urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan
kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’ Adapun beberapa dalil yang
disimpangi diantaranya adalah ketentuan untuk berlaku adil dalam hal
pemberian harta hibah, sebagaimana kedua hadits Rasulullah saw riwayat an-
Nasa’i dan Abu Dawud di atas. Sedangkan aturan di dalam hukum positif yang
disimpangi adalah KHI pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah yang
diperbolehkan maksimal adalah Y5 dari keseluruhan harta yang dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat pelaksanaan a/- ‘urf al-
fasid dapat menyebabkan kerancuan hukum, timbulnya masalah sosial dan
sudah pasti akan terjadi dampak negatif pada pelanggar ketentuan Allah swt

tersebut.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dari data-data primer maupun sekunder yang telah

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Realita praktik hibah yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Tambakrejo
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sudah memenuhi prosedur yang benar
yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, yakni adanya akta hibah
atau bukti-bukti lainnya. Mengenai syarat hibahpun, masyarakat
Tambakrejo juga sudah memenuhi persyaratan yang sebagaimana sudah
ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, adanya kebiasaan memberikan
semua harta kepada saudara maupun anak angkat, karena penghibah tidak
mempunyai anak atau telah dianggap anak schingga kescluruhan harta
kekayaannya diberikan kepada orang yang dianggap telah merawat sampai
penghibah meninggal dunia. Kecenderungan orang tua melebihkan
pemberian terhadap salah satu anaknya, saudara ataupun anak angkat tanpa
memperhatikan hak ahli waris yang lain akan menimbulkan akibat kurang
baik, diantaranya timbul perasaan iri hati dan sengketa diantara saudara dan

keluarga. Adapun contoh tersebut sebagaimana pernah terjadi di salah satu
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keluarga besar di Desa Tambakrejo sehingga harus diselesaikan di
Pengadilan Agama Tuban selama kurang lebih satu tahun lamanya.

2. Terdapat beberapa faktor dalam pelaksanaan hibah yang mendukung
terjadinya pembagian harta kekayaan, yakni hibah di Desa Tambakrejo
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: adanya
pengaruh hukum adat atau turun-temurun dan adanya pengaruh a/-‘wrf al-
fasidterhadap pelaksanaan pembagian hibah.

3. Hal seperti ini di dalam hukum Islam tidak dibenarkan, yaitu mengutamakan
salah satu anak dalam pemberian harta dengan cara menghibahkan tanpa
mempertimbangkan hak ahli waris yang lain, karena akan menimbulkan
permusuhan yang akan memutuskan tali persaudaraan dalam keluarga.
Namun kendati pemberian hibah yang tidak merata dapat menyebabkan

putusnya tali silaturahmi, hibahnya tetap sah akan tetapi hukumnya makrub.

B. Saran
Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap bahwa dengan
adanya fenomena ini dapat memberikan pelajaran kepada:
1. Masyarakat, khususnya bagi warga yang akan memberikan harta hibah,
tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya lebih berhati-hati dalam
menyikapi permasalahan hibah, untuk menghindari agar kasus yang terjadi

akibat sengketa harta hibah-waris tidak terulang kembali. Bagaimanapun
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keputusannya jika tidak sesuai dengan hukum Islam, pasti akan merugikan
beberapa pihak, dan akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarga serta
anak keturunannya.

. Bagi Pemerintah setempat, hendaknya memberikan sosialisasi ketentuan
yang jelas tentang bagaimana prosedur dan tata cara hibah yang benar baik
menurut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Sehingga
kemudian akan mudah terungkap jika terdapat penyimpangan terhadap
pembagian harta kekayaan, dan ahli waris memiliki jaminan hukum yang

lebih kuat terhadap hak atas harta waris bagiannya.
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